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The constnuction of the problems presented in this jourmal is relates to
legal reguictions refotes to the consteuction of a legal political porodgim
ond rural land consolidation manogement t0 iMprove the economic pras
perity in 8atam Oty. The next problem s how to implement legal politics
ond monagement of rural lond consolidation to improve econp
mic praspenty in Batom Qry. While, the other problem s toonoiyze
related to the constroints of the implementation of rural lond consolidot
fon tasmprove ecanomic prospe sty in Batam ity
The methodology approach focuses an the type of normative law
wriling. ood is supparted by sodologicol (empirical) weiting, ond 10
analyre it using qualitative onalysis.
Fram the resufts of this jeurnal, Jt turns out that the imglementation of
rural fand conseiidation in Batam Oty has not been carried out properly,
s0 that the reabizarion of efforts to improve the econamic prospesity of ru
ral commurnities in the Batam Oty area is too late and uneven. In this sec
tion the weiter recommends that the implementotion of sural land conso)
dotion opplies Jeremy Bentham's theory of Utilitarionism (happiness theo
ry), and abalish the payment of the Autharized Annual Compulsory Mone
y fees, this is Intended to create a sense of happiness in the community

FPoradigm of low ond management palitics, rural fond consolidation,
(NCreasing economic prospenty.

PENDAHULUAN

Menyimak dan menelisik atas bentangan kalimat sebagaimana yang tercantum dalam artik
el ini, paing tidak ada beberapa variabel yang bersitat pokok, fundamental dan penti
ng untuk diberikan penjelasan yarg seperlunya

Beberapa Varizbel yang bersifat pokok itu satu diantaranya adalah konstruksi paradigma po
litik hukum tanah perdessan, dan upaya untuk meningkatkan ekcnomi keumatan di Kota Ba
tam. Kosa kata konstruks! [Alw, 2001] memilik makna dan arti susunan {model, tata letak),
darn pengertian kenstruksi itu secara singkat dopat diartikan sebogai pola dan bentuk
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dan/atau landasan dalam konteks membeat sesuatu. Sedangkan makna danfatau arti para
dgma, dapat dijelaskan bahwa kata paradigma berasal dan bahasa Latin yang
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dituis dengan paradigma, sedangkan dalam bahasa Inggns dxuliskan dengan paradigm, ked
u3 kata Ini artinya Pola. Sesungguhnya kata paradgma ini pertama kali dikemugakan cleh 1
homas S, Khun yaitu pads tahun 1340

an. Khun menyatakan paradigma itu berarti pola, harus mengandung dua pengertian, yaitu
; (1} Sebagai totelitas konstelasi pemikiran yang di dabmnya harus terdapat beberape sy
arat utama, antara lain: harus ada nilai fuoiue), harus ada hipotesis yang merupakan ang
gepan sementara, dan harus ada unsur keyakinan, harus ada teknik yang dianut baik secar
a teoretis maupun praktis untuk menemukan kebenaran; dan (2] sebagal upaya Manusia un
tuk memecatkan rahasia iimu pengetahuan yang mampu menjungkir balikkan semus asum
si-maupun aturan yang ada (Idham, 2004).

Sedangkan artl dari kosa kata politik hukum adalah politik hukum apa yang dipaka dan
atau yang tidak dipakal oleb suatu negara dalam konteks untuk mewujudkan clta-
cita nasional sesual dengan amanat dan perintah dalam konstitusi negara yang bersangkuta
n, tentus dalarm hal Inl bagl bangsa dan Negarz Indonesla amanat Konstitus Negara (tu adala
h harus berdasarkan ketentuan dan amanat segala norma hukum yang tercantum ddam U
ndang-Undang Dasar Negara Indonesia Yahun 1945

Variabel berikutnya yaltu tentarg makna dan £32ns! kosa kata manajemen. Secara enmalogl
5 bahwa pengartian manajemen adaah suatu seni untuk dan guna menyelesaikan sesuatu
pekerjaan yang orgent dan penting yarg untuk menyelesalkan pekerjaan itu meslulpe
rantaraan crang lain {Herujito, 2001), Cengan demikian menurut konstruksi pengertian ma
najemen seperti inl bahwz posisi dan kedudukan seseorang manajer mempunyal tugas pok
ok untuk mengatur dan mergarahkan orang lain itu gena mencapal maksud dan tujuan yan
g telsh ditetzpkan dalam suatu organisasi tertentu, baik itu yang bersifat privat maupun pu
blik.

Untuk sefanjutnya dijelaskan pengertian konsolidasi tanah perdesaan untuk memberkan ar
tinya dalam pendekatan yuridis noematit sebagai postulat dasarnya dapat diperhatikan dala
m bab |, mengenai ketentuan umum sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Masional Republik Indanesia Nomar 4 Tahun 1991, yang manegaskan dal
am Pasal 1 angka I yaitw: konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanaban mengenai penat
aan kembali perguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk xepan
tingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber
daya alam dengan melibatkan partisipasi aktlf masyarakat, dan sesual dengan konstruks
i judul dalam jurnal ini tentu pelaksanaan konsclidasi tanah ite ditokuskan sebagai tokasi da
n tempat pelaksanaannya adalah di perdesaan di wilayah pemerintahan Kota Batam.

Kembali kepada toplk dan tema sentral yang ada dalam judul jurnal ini sesungguhrya yang
merunakan variabel penentu adalah kosa kata konsalidasi tanah. Dengan memper hatikan k
onstruks: atas pengertian konsolidas! tanah tersebut, maka dalam kesempatan ini penulis d
apat menyimpulkan heberapa unsuwr -

unsur yang melekat secara permanen dalam pengertian konsolidasi tanah ity, yang terdin d
ari: (1) Pelaksanaan konselidad tanah itu adalah merupakan suatu kebijakan pertanahan
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vang dilaksanskan olkeh pemerintah; (2) Korsolidas| tanah Ity adalsh mengenal upay
a penataan kemball penguasaan dan
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penggunaan tanah; (3} Usaha pengadaan tamah untuk kepentingan pembangunan; (4) Meni
ngkatkan kualitas lingkungan dan upaya untuk melakukan pemaliharaan sumber daya alam;
dan (5) Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut harus melibatkan partisipasi aktif m
asyarakat,

Untuk selanjutnya dalam bagian ini penulls memandang perlu untuk menjelaskan
thususnya mengenal dasar pengaturan hukum dalam hal melaksanakan consolidasi tanab p
erdesaan itu. Terkait dengan hal ini, batwa dasar hukum yang digunakan untuk melaksanak
an konsolidasi tanah itu, yang paling pokok dan utama adalah bercasarkan ketentuan sebag
amana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomar 5

Tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrara, yang lazimnya undang-undang
i disingkat dan dituliskan dengan UUPA, dan yang dijadikan dasar hukum secara praktik o
peraslonalnya adalah dengan merujuk dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 yang meng
atur tentang pendaftaran tanah, Untuk selanjutnya pelaksanaan konsofdasi tanah itu juga
harus doasarkan ketentuan undang -

undang mengenai pemerintahan daerah tentu dalam konstelasi pelaksansan rezim ctono
mi daerah, yaitu berdasarkan kerentuan Undang-

Undang Nomeor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, Kemudian dasar hukum ya
ng selanjulnya terkai dengan pelaksanaan konsolidas! tanah perdesaan itu, dalam pel
aksanaannya juga harus berdasarkon ketentuan Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007, Tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan konstruksl penjelasan terhadap beberapa variabel yang tercantum dalam |
wdul jurnal iny, dan sedemikian rupa teloh dijelaskan penulis pada bagian diatas, maka bagi
an penting lainnya akan disajikan penulis dalam bagian latar belakang Ini adalah penjelasan
singkat mengenai adanya ketimpangan dan/atau kesenjangan antara ketentuasn yang sehar
usnya dilakukan aleh pemenntah (dos sollen), dengan kenyataan yang ada dan terjadi sesu
ngguhnya di lapangan {dos sew) tentu situasi dan yang timpang itu (9og phenomerna)
adalah berkaitan belum dilaksanakannya oleh pemerintah | sebagaimana mestinga, yaitu
perihal belum dilaksanakannye konsolidasi tanah khususnya di perdesaan untuk wilayah pe
merintahan di Keta Batam. Dalam kaitannya ini, dan berdasarkan hasil verifikas) penulis di |
apangan, khususnya di Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Pravinsi Kep
ulauan Riau, memang sesungguhnya daiam hal inl pemernintah Kota Batam sabagal unsur p
emerintahan dalam konteks pelaksanaan Otonomi Daerah adalah pihak yang paling bertang
aung jawabk untuk melaksanakan pregram kebljakan mengenai konsolidas: tanah perdesaan,
pada kenyataannya memang sampal saat inl secara empiris di lapangan belum dilaksanaka
n sabagaimana mestinya.

Relevan dengan penjelasan di atas, seharusnya pihak pemerintah kota Batam, tentu bersa
ma-

sama dengan pihak Kantor Pertanahan Kots Batam dan pihak Badan Pengusahaa
n Batam {BP Batam) sesegera mungkin dan proaktif secara berkelanjutan melasksanakan pro
gram kebijakan konsolidasi tanah yang dititikberatkan dan/atau difclosskan untuk dacrah-
daerah dgan/atau valayah-

vilayah perdesaan di Kota Batam. Halini dimaksudkan penulis, bahwa keadaan permukim
an khususrya wilayah perdesaan yang sebagian besar wilayah pesisir, dan para warga masy
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arakat adalah herprofesi sebagai nelayan dan rata-
rata taraft kehidupan per rumah tangga kemampuan kevangan tidak mampu, maka den
gan keadaan dan kondizl sepertl inl plhak pemerintah Kota Batam dan




semua pihak terkait schagaimana yang dijelaskan penulis pada bagian di atas, untuk segera
melaksanakan program konsolidasi tanah, tentu saah satu sasaran dan tujuan pokok yang
dicapai atas disclenggarakan konsolidasi tanah di wilayah perdesaan itu adalah calam rangk
a menciptakan tata lingkungan perumahan sebagai kawasan tempat tinggal yang tertat
2 baik, teratur, sehat dan higenis.

Penulis sangat berkeyakinan apabila konsolidasi tanah di wilayah perdesaan ini dapat dilaks
anzkan, dan dengan mengutip pendapat Parlindungan (1990) bahwa pelaksanaan penda
ftaran tanah yaltu dalam rangka penerbitan sertiptkat (tanda bukti hak) yang dapat melindu
ngl dan memberikan kepastian hukum atas hak satuan bidang tanah yang dikuasal dan/atau
dimiliki aleh masyarakat yang tinggal di perdesaan itu. Relevan dengan penjelasan di
atas, lebih lanjut dijelaskan penulis bahwa jika hal Inisudah terjadi dan/atau sudah terlaksa
na secara konkrit dan nyata di lapangan, maka sacara mutatis-
mutandis upaya untuk meningkatkan exonoml keumatan sekaligus dapat diwujudkan secar
a konkrit dan empiris di lapangan, karena secarz hukum ekonoml terhadap hak atas ta
nah yang telah memiliki sertipikat tanah, maka dalam perspektf nilai ekonomi terhadap a
set tanah itu akan meningkat, dan hal inl tentunya tanah yang telah memiliki sertipikat ity |
ebih bankable untuk dijadikan jaminan dalam konteks mendapatkan fasilitas kredit modal k
erja untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dari setiap kegatan usaha bis
nis yang dilaksanakan masyarakat yang tinggal dan berada di wilayah perdesaan khususnya
untuk wilayah Kotz Batam. lika program konsolidasi tanah perdesaan ini secara barkelanjut
an dopat dilaksanakan oleh pemerintah Kota Batam tenty dengan bekerjasama dengan pih
ak terkait, maka secara serempak akan terjadl percepatan dan/atau aksaleras pertumbuha
n ckonomi keumatan khusasnya untuk masyarakat yang tinggal dan menetap di perdesaa
n pada wilayah pemerintahan Kota 8atam,

Berdaszarkan penjelazan dan uraian sebagaimana yang telah dipelaskan penulis pada bagian
di atas, dengan menyajikan judul artikel seperti tersebut, halini dapat mengzugah perhatia
n, keinginan dan hasrat penulis untuk melkukan analisis melalui jurnal ini, dengan asumsi a
pabila konstruks paradigma politik hukum dan manajemen konsolidasi tansh perdesaan itu
utama untuk wilayah perdesaan di wilayah pemerintahan Kota Batam, paca kenyataannya
secara empiris dapat dilsksanakan oleh pemerintah Kota Batam dengan melitatkan se
mua pihak dan instansi yang terkait, diharapkan hasilnya dapat memberikan kontribusi yan
g konstruktif dan postip dalam upaya mening katkan pertumbuban ekonomi keumnatan bagi
kepentingan masyarakat perdesaan itu sendirl. Hal ini secara berkelanjutan penuls menar
ult harapan besar kiranya atas hasil pengelolaan dan manajemen pelaksanaan konsg
olidasi tanah di perdesaan itu, sekaligus dapat mewujudkan percepatan tercapainya cita-
cita naslonal yaitu masyarakat yang adll dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republ
ik Indonesia dan tentu hal inl sekaligus akan mewujudkan Negara yang berkesejahteraan se
sual dengan amanal yang telah diperintahkan dalam alirea keempat pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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KAJIAN LITERATUR

Dalam baglan Ini, secara khusus penuls akan menyalikan analisisnya berkenaan dengan sub

stansi sumber literatur yang akan digunakan sebagal dasar dalam penulsan jurnal int Tatan

ansumber |iteratur yang akan dgunakan penuls pada prinsipnya bersumber dari dua aspek

, yang pertama yaitu sumber literatur yang berasal darl studi kepustakaan (Nbrary researsch)
Darl stoudl kepustakaan inl, data literatur vang diperoleh penulis adalah berupa data sekun

der, yang terdirl dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersie

r. Rincian bahan hukum primer adalah terdri dari: nilai-

nilai Pancasila, sebagaimana termaktub dalam ke lima sila Pancasila sebagai Dasar Negara K

asatuan Republik Indonesia, semua data dan informasi yang berasal darl Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Repubik indonesia {TAP MPR-

R1) yang masih berlaku, semua norma hukum dan pasal-

pasal sebagaimana termaktub dalam konstitusi Negara, yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semua norma hukism dan pasal-
pasal sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang:

Undang dan/atau Paraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah Provinsi maup

un Peraturan Deerah Kabupaten/Kota, Untuk bahan hukum sekunder, adalah terdin dan:
semua buku-

buku yang berkaitan dengan 1opik dan/atau Konten yang akan danalisis & daltam judul jurn

alini, semua data dan informasi yang berasal dari kamus-

¥amus hukum dan ensiklopedi. Sedangkan untuk bahan hukum tersier adalah semua ben

tuk peraturan perundang-

undangan yang sifatnya petunjuk praktik operasional di lapangan, seperti Standar Operasi

onyl Prosedur [SOP| yang merupakan turunan danfatau derivasi darpada segala bentuk per

aturan perundang-

ungangan dari bahan hukum primer sebagaimana yang dsebutkan di atas

Sejalan dengan penjelasan di atas, datam konteks sumber literatur ini penulis jjuga atan me
rujuk kepada beberapa pendapat para ahly, yaitue seperti (Mahfud MD, 2017} yang me
ngatakan bahwa sesungguhnya peranan dan Sstem hukurm yang pada intinga berupa produ
¥ peraturan perundang-
undangan adalah merupakan dan sebagai alat dalam konteks menegakkan hukum. Penagak
an hukum yang dimaksudkan penuls, tentu atas semua preduk hukum berupa peraturanp
erundang-
undangan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan konsolidasi tanah perdesaan, khususnya
dalam konteks melaksanakan konstruksi politik hukum dan manajemen konsolidasi tanah d
alam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi keumatan di Kota Batam. Dalam pad
3 itu penulis juga akan merujuk kepada pendapat dan pemikiran (Rahardjo, 2012|, yang
menegaskan dalam vpaya menegakkan hukum (law enforcement), dalam pelaksanasannya h
arus paralal, seining dan/atau berpasangan untuk dilsksanakan oleh semuz aparat penegak
hukum. Dalam hal Ini Satpipto Rahardjo mengatakan bahwa dalam menegakkan hukum it
harus memperhatikan aspek penting yvaitu hukum substantif dan prosedural,
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Relevan dengan hal vang disebutkan di atas, untuk selanjutrnya penalis akan merejuk danm
empedomani pendapat dan pemikiran dar Parlindungan (1930), menegackan terkait denga
n pelaksanaan palitlk hukum agraria ¢l Indonesia sebagalimana yang telah diamanatkan dal
am Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1980, Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria yang lazim disebut dan disingkat dengan UUPA, sebagaimana yang telah pen
ulis jelaskan sebelummnya, atas keberadaan UUPA itu juga merupakan pengaturan
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hukum yang pokck untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan konsclidasi tanah

perdesaan dimaksud. Terkait dergan pemikran Parlindungan tersebut mengatakan sesung
guhnya substansi yang datur dan ditetapsan dalam ULUPA ity adalah merupakar objektif la
ndreform.

Dengan merujuk pendapat dan pemikiran Parlindungan {1990), ¢an jika dilntegrasikan ceng
an konsolidasi tanab perdessan, untuk itu datam hal ini perwlis berpendapat hasil pelaksan
aan konsolidasl tanah ity terutama dalam pendekatan substantif adalah merupaka
n sub sistem dari pelaksanaan ondreform di Inoresia, kerena esensi dan maknanya sama-
sama melakukan penataan kemball atas penguasaan dan penggunaan tanah. lerkait de
ngan hal ini, penulis juga merujuk atas pendapat pemikiran dan Salman {2016) yang menga
takan bahwa dalam melaksanakan hukum sejatinya hal lte merupakan realisasi hakikat dan
filsafat dan tuntunan kearifan dalam dirl manusia. Esers| dan makna yvang terkandung darl p
endapat tersabut, menurut pendapat penulis bahwa semua produk pengaturan hukam me
ngenal konsolidasl tanah perdesaan tersebut memilik keterkaitan vang sangat integral. Al
dalam konteks palaksanzannya di lapangan kepada para petugas penyelenggara kenselidasi
tanah di perdesaan itu dituntut untuk berpckir dan bertindak arif dalam melaksanakan semu
a ketentuan pengaturan hukum tentang kenselidas tanah perdesaan yang hasil puncaknya
adalah untuk kepentingan diri manusia dan kemanusiaan.

Dalam paoa itu, untuk selanjutnya penulis juga atan marujuk dan mempedomani pendzpat
|Rasjidi & Rasjidi, 2016), yang mengatakan bahwa produk hukum yaitu melalui peraturan p

erundang-

undangan sesungguhriya merupakan perwujudan konkrit dan aliran hukum positip. Hal ini

dimaksudkan penulis, babwa dakm konteks melaksanakan konsolidasl tanah perdesaan
ity, sejatinys juga merupakan reaisasi hukum positip dari seluruh produk pengaturan huku
m yang berhubungan dengan pelaksanaan konsolidas: untuk wilaysh perdesaan

Dalam bagian ini pula untuk selanjutaya penulis akan menjelaskan tentang substansi kerang
ka teori dan kerangke konsep. Dua konten ini menurut pendapat penulis penting untuk dijel
askan, karena kerangka tean tersehut merupakan acean danfatau sebagal pisau analisic ya
ng akan digunakan penulis untuk membabas danfatau menganalisis permasalaban dala

m jurnal Ini.

Dengan memperhatikan tema central dalam judul jurnal inl, maka penulic akan menggunak
an teori eremy Bentham (Rasjidi & Rasjidi, 2016| sebagai acean dan/atau pisau analiss gun
a membedah konstruksi permasalahan dalam jurnal ini Kenstruksi teori leramy Bentham it
u terkenal dengan teorinya unilitarionisme, atau lazgmnya disebut teari kebahagiaan, Intica
n puncak dari teor Jeremy Bentham ini, adalah ttik beratnya fokus yaitus dengan memegan
g prinsip manusia akan melakukan tindacan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesa
‘-

besarnya dan mengurangi penderitaan. Untuk ku, Bentham mencoba menerapkannya
di bidang hukum. Dengan merujuk dan berdasarkan kepada teori Jeremy Bentham ini, ¢
iharapkan penulis dari hasi! implemensasi konstruksi paradgma politik hukem dan manaje
men konsolidasi tanah perdesaan dapat mempercepat terwujudnya peningkatan ekonomi k
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eumatan bagiseluruh masyarakat yang tinggal di perdesaan khususnya di wilayah pemerint
ahan Kota Batam.
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Relevan dengan hal tersebut di atas, babwa salab satu makna terdalam doan teori Bentham t
ersebut, s2kall 13gi Bentham mengatakan agar kepada pembentuk undang-

undang dan/atau pembentuk hukum, yaitu dalam konteks melaksanakan pembentukan
hukum tentu dslam hal ini terkat dengan pembentukan pengaturan bukum untuk palaksan
aan konsclidas tanah perdesaan harus dapat memberisan jaminan yang adil (Sslman, 2
016) bagi masyarakat secara individual. Beran gk dari tecri Bentham tersebut, knususnya di
tujukan kepada pihak pemerintah Kota Batam, dan pihak lain yang terkait yaite dalam hal in
| pihak Kantor Pertanahan Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam ) agar seg
era menyusun dan sekaligus membuat pregram kebijakan secara ter us-

menerus dan berkalanjutan untuk melaksanakan konsoldasi tanah yang secara khusus difo
tuskan untuk wilayah perdesaan ¢i Kota Batam,

METODE PENELITIAN

Dalam konteks pertanggungiawaban kebenaran ilmiah [Soemitro, 1990) atas suatu karya a
kademik tentu termasuk penulisan jumal ini, maka dalam perspektif akademik harus d
ijelaskan salah satu bagian penting yaitu yang berkensan dengan metodolcgi vang akon dig
unakan sebagal dassr dan/atau postulat untuk melakukan analws terhadap konstruks dan
dentifikasi (Kountur, 2003| permasalaban yang akan dibahas, Atas dasar penjdasan di atas
maka terkait dengan perulisan jurnal in, penulis skan menjelaskan beberapa hal penting y
ang berbubungan dengan substansi metodolog: sebogaimana yang disajikan dalam bagi
andibawah ini,

Menelisik dan memperhatikan dari beberapa variabel pokok (Riduwan, 2002) gan penting d
an sekaligus merupakan tema sentral dalam Judul jurnal ini, menurut pendapat penulis bah
wa jenis dan kualifikasi penulisan jJurmal ini adalah bersifat penulisan hukum normatif, yang
didukung gengan jenis danfatau kualifikasi penulisan yang bersifat sosologis [empiris),
Untuk penulisan yang jenis dan kualifikasinya hukum normatif, tentu dalam hal ini penuli
s memulai kegiatannya yaitu dengan melakukan studi kepustakaan {libvary research), guna
mengumpulkan dan melakukan pendataan data sekunder (Soekanto & Mamudj, 2015), ya
ng terdifi dasi: baban hukum primer, bahan hekum sekunder, dan bahan hukumtersier

Artinya dalam konteks ini penulis untuk melakukan analisisnya hanya mengandalkan dari d
ata sekunder tersebut. Untuk rincian mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sskund
er, bahan hukum tersier yang dipedukan penulis, subtansinya sudah dijelaskan pada bagian
sebelumnya.

Sedangkan untuk jenis ganfatau kualifikasi penulisan yang bersifat sosiclogls [empiris}
dalam hal in penuls memerlukan data primer yang akan digunakan sebagai dasar untuk m
elzkukan analisis terhadap konstruksi permasalahan yang dibentangkan dalam jurnal ini. Da
ta primer yang dimeksudkan didapatkan oleh penulis dengan melakukan wawancara secara
mendalam [deep interview) kepada responden pada lokasi dimana dilaksanakannya kegiata
n konsoldasl tanah perdesaan untuk wilayah Kota Batam. Jenis penullsan yarg bersifat
sosiologis {empris) ini dilakuksn penulis saty diantara sasaran dan tujuan yarg skan di
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dalam jurnal ini; dan seiring dengan itu dimaksudkan pula untuk mendukung keakuratan da
n validitas terhadap konklusiyang akan drumuskan dalam jurnal ini, yang utamanya untuk
mempertanggungiawabkan keberaran dan perspektif hakikat ilmu (Suriasumantri,

1999) vaitu dalam aspek ontologl yang artinga bertanya tentang apa, dan aspek
epistemologl artinya pertanggunglawaban menganal proses, dan aspek aksiologl yang mem
k1 artl pertanggungiawaban dar sisl kemanfaatan baik secara teoretis maupun praktis,

HASIL DAN DISKUSI

Untuk selanjutnya dalam baglan inl yang merupakan puncak analisis pembahasan, dan disk
usi dalam jumal ini, yaitu atas tema entral yang terangkum datam judul *Konstruksi Paradig
ma Politik Hukum dan Manajerren  Kansoligasi Tanah Perdesaan Untuk Meningkatkan Eko
nomi Keumatan di Kota Batam® , dan dengan memperhatikan dari beberapa variabel funda
mental yang tercantum dalam judul jJumal dimaksud, maka menurut hemat penulis paling 1
dak ada tiga baglan substansi pokok yang akan dilakukan analisis dan pembahasannya Tiga
konstruksi yang merupakan substanst pokek itu, untuk selanjutnya akan dialjikan analisisny
a oleh penulis sebagaimana lebih lanjut tertera dan/atau tercantum dalam bagian di bawah
ini.

Konstruksi Paradigmao PoXtik Hukum dan Pengaturan Hukum Kansolidas) Tonoh Perdesaan

Kosa kata konstruks secara etimologis memiliki arti dan makna adalah merupakan watu ke
giatan untuk membangun sarana maupun prasarana Dalam hal inl dijelaskan bahwa k3
ta konstruksi itu dalam ranah dan bidang arsitektur atau teknik sipil juga dikenal untuk me

mbenkan arti sebagal bangunan dan/atau satuan infrastruktur pada suatu ares atau are
a tertentu. Dalam pada itu arti kosa kata konstruksi dapat pula didefinisikan scbagai susuna
n, model dan tats letak, seperti suatu bangunan, contohrya jembatan, rummah danlain seb
againya Atas dasar permahaman dati arti dan makna kosa kata konstruksidimaksud, ¢
an tentu diintegrasikan analisisnya dengan judul jJumal di atas, maka menurut hemat penuli

s arti dan makna kosa kata konstruksi tersebut adalah berarti "model” pengaturan hukum s
eperti apa terkalt gengan pelaksanaan xonsolidasi tanah perdesaan di wilayah Pemerintaha
n Kata Batam yang akan dipakai oleh penulis dalam hal melakukan analisis ini. Dengan demi
kian bahwa yang dimaksudkan dengan konstruksi politik hukum dalam konteks pelaksanaan
konsolidasi tanah perdesaan, model yang akan dipakai penulis menegaskan farmat konsts

uksi politik hukum konsalicasi tanah perdesaan dimaksud adalah meruuk dan berdasark
an kepada tiga pilar sebagai jangkar vang sifatnya fundamental untuk dijadikan pedoman te
rkait dengan pelaksanaan kenselidasi tanah perdesaan di wilayah Pemerintahan Kata Batam

Berkenaan dengan penjelasan di atas bahwa tiga pilar sebagai jangkar utama yang bersifac
undamental itu dapat dijelaskan penulis yaitu: -
sebagal pllar utama bahwa dalam melaksanakan konsolidasi tanah perdesaan tersebut teru

JRSM
2(4)

168
IRSM
2(4)




tama ditujukan penulis Kepada aparat penvyelenggara korcolidasl tanah perdesaan vang sec
ara teknis, praktis operasional
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berada di paling depan yaitu pihak Kantor Pertanahan Kota Batam. dan sebagai pembing te
ntu pihak Pemerintah Kota Batam dan dibantu sebagai anggots pembna adalsh Badan Pen
gusahaan Batam (BP Batam), maka dalam penyelenggaraasnnya harus merujuk dan ber
dasarkan kepada seluruh nilai-

nilai Pancasila {philesopty of paradigm) sebagat dasar Negara, sekaligus sebagai pandanga
n hidup, dan jiws serts kepribadian bagi seluruh bangsa dan Megara Republik Indonesis;

sabagai plar kedua dalam kenteks melaksanakan seluruh rangkaian proses dan pentahapa
n terkait pelaksanaan konsolidasi tanah perdesaan di wilayah Kata Batam tersebut, dalam p
elaksanaannya harus merujuk dan berdasarkan kepada semua norma hukum dan pasal-
pasal sehagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi negara yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 feanstitutional of poradigm); -
Sebagai pilar yang ketiga ddam tonteks melacsanakan program dan kegiatan konsolidasi 1
anah perdesaan di wilayah Pemerintahan Kotz Batam dimaksud, dalam pelaksanaannya ju
ga harus merujuk kepada peinsip bahwa Indonesia adalah negara hukum (uridicol of par

adigm).

Khusus mengenal pilar ketiga yang harus dipedomani oleh plhak penyelenggara konsclidasi
tanah perdesaan tersebut, yang penekanannya harus melaksanakan prinsip Indonesia seba
gal negara hukum, hal initerkait juge di dalarmnya secara empiris dan praktis operasional di
lapangan, bahwa dalam melaksanakan konsolidas| tanah tersebut juga harus didasarkan ata
5 seluruh amanat dan perintah undang-

undang organik terkait yang secars substansial berkaitan langsung dengan pelzksanaan k
onsolidasi tanah perdesaan itu sendiri. Beberapa ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bersifat organk itu, satu diantaranya adalzh: - Undang-

Undang Normor.5 Tahun 1560, Tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agrana, yang Bzimnya undang-
undang ini disebut dan selelu disingkat serta ditulis dengan UUPA; - Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2034, Tentang Ctonomi Daerah; - Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Penataon Ruarg,; -

Peraturan Daerah (Perda| Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilaya
h Kota Batarmy dan -

Peraturan Kepala Badan Partanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1991, Te
ntang Konsclidasi Tanah, Qleh karena sebagian besar wiayah hamparan satuan bidang tana
h untuk wilayah Pemerintahan Kota Batam berstatus Hak Pengelolaan (HPL) yang diku
asai dan terdaftar atas nama Badan Pengusahaan Batam (BP Baiam), maka dalam pela
ksanaan konsolidasi tanah perdesaan tersebut juga harus mengikut sertakan peran serta se
cara actif pihak BP Batam dalam kepanitiaan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut. Dala
m hal ini secara khusus pelaksanaan korsolidasi tanab dimaksud dalam konteks pengaturan

hukumnya Juga harus disesuaikan berdasarkan semua produk pengaturan hukum yang terk
alt dalam konteks pelaksanaan Kebijakan Pemerintah yang menetapkan Kota Batam sebaga:
salah sate wilayah FTZ (Free Trade Zone), tentu selain wilayah Kabupaten Bintan dan Kabup
aten Karimun

Implementes) Konsalidas! Toviah Perdesoon of Kota Batam
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Dalam bagian penulis lebih lanjut akan menganalisis substansi yang berkenaan dengan
mplementasi dan pelaksanaan konsolidas tansh perdesaan di wilayah pemerintahan Kota B
atam, Terkat dengan hal inl dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan kensclidas tanah perdesa
an ¢i Kota Batam secara konkrit telah dilaksanakan yaite di Desa/Xelurahan Sijantung, Keca
matan Galang, Kota Batam Provinsi Kepulauan Risu yang berlangsung mulai




tahun 2010, dan berakhir pada tahun 2012. Secara googra‘s wikvah yang dijadikan obpk k
onsolidasi tanah perdessan itu adalah difokuskan untuk menats dan mengatur se
demikian rupa, vang tertata rapi dalam suatu tatanan lingkungan perumahan vang schat, te
raur, bersih, asri dan higienis. Dari hasil pelaksanaan konsolidasi tanah perdesaan Itu |u
g2 sckaligus telah diselesaikan kegiatan pendaftaran tanah dergon menerbitkan se
rtipikat (tanda bukri hak) yang dapat memberican kepastian hukum kepada para pemegang
hakriya, dan hal ini tentunya akan memberikan kontribusi konstruktif dan positip yaitu
memberikan rasa kebahagiaan kepada warga masyarakat di perdesaan |tu yang telah tu
Tut serta sebagai peserta konsoldasi tanah perdesaan dimaksud, Terkait dengan penjelasan
di atas, terutama diintegrasikan dengan telah diterbitkannya sekaligus certipkat {tanda bu
kti hak) hak atas satuan bidang tanah warga masyaratat peserta konsolidasi tanah tersebut
, yang secara mutatis-
mutandis hal inl dapat memberikan rasa kebahagizan bagl masyarakat, maka dalam kontek
s inl sangat benar dan sudah berkesesiualan dengan teorl Jeremy Bentham ypang pada intiny
adalam teannyz yang terkenal untlitanonsme (kebahagiaan). Dengan perkataan lain benarl
ah teori Bentham itu yang mengatakan bahwa atas dilaksanakanmya suatu hukum, tent
u dalam bentuk peraturan perundang-
undangan harus mampu memberikan jaminan untuk terwujudnya rasa keadifan hukem dan
rasa kebahagiaan secara individual atas dilskukanmya penegakan hukum {law enforcement)
, tentu dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan konsolidasi tanah pe
rdesaan untuk wilayah pemerintahan di Kota Batam,

Dalam paca tu penulis menjelaskan secara normatif terkait dengan implementas konsolida
si tanah perdesaan tersebut, vang dimulai dari terminologi dan/atau pengertian atas konsol
idasi tanah dimaksud Konsoligasi Tanah adalah kebijakan pertanahan mengenal penataan k
emkbaii penguasaan dan penggunaan tansh serta usaha pengadaan tanah untuk kepentinga
n pembangunan, untuk meningkatkan kualitas ingkungan dan pemeliharaan sumber daya a
lam dergan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sedangkan vang dimaksud dengan pes
erta konsolidasi tanah adalah pemegang hak atas tanah atau penggarap tanah negara chye
k Konsolidasi Tanah. Dimaksudkan dengan tanah obyek Konsolidasi Tanah adalah tanah n
egara non pertanian dan atau tanzh hak, di wilayah perkotaan atau perdesaan yang dt
egaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk dikonsolidas:. Untuk pengertian su
mbangan tanah untuk pembangunan adalah bagan dari obyex Koncalidasi Tanah yang dise
diakan untuk pembangunan prasarana jalan dan fasilitas umum lainnya, serta untuk Tanah
Pengganti blaya Pelakcanaan. Lebin lanjut dijelaskan bahwa tarah pengganti Biaya Pelaksan
aan adalah hagian dari Sumbangan Tanah untuk Pembangunan yang diserahkan kepada pih
ak ketiga dengan pembayaran kompensasi berupa uang yang dipergunakan untuk pemix
ayaan kegiatan pelaksanaan konsolidasi tanah sesuai dengan Daftar Rencana Kegiatan Ko
nsalidasi Tanah |DRKK). Pada bagan Ini dijelaskan pula yang dimaksud Surat Ijn Menggu
nakan Tanzh (SIMT) adalah Surat |fin Menggunakan Tanah Pengganti Blaya Pelaksanaan s
ebagal tersebut angka 4 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
madya.

Sehubungan dengan penjelasan diatas, pada bagian ini pula dijelaskan oleh perulis khusus
mengenal by usan dan sasaran atas dilaksanakannya konsolidasi tanah perdesaan tersebut,
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altu.. Tujuan Konsolidasi Tanah adalah untuk mencapal pemanfaatan tanah secara opt
imal, melaksl peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan tanah Segangkan
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sasaran konsolicasi tanah adalah terwujudiya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan
tanah yang tertib dan teratur. Oalam pads itu dijelaskan pula secara teknis tentang pelakss
naan konsdidas tanah dimaksud, yaitu: dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan dan
sekaligus menyediaian tanah untuk pembangunan prasarana dan fasilitas umum dilaksans
kan pengaturan penguaszan dan penatagunaan tanah dalam bentuk konsalidasi Tanah diw
llayah perkotaan dan di perdesaan. Kegiatan Konsolidasi Tanah meliputi penataan kembali
biang-

tidang tanah termasuk hak atas tanah dan atau penggunaan tanahnya dengan dilengkapi p
rasarana jalan, irigasi, faslitas lingkungan dan atau serta fasilitas penunjang lainnya yang di
parlukan, dengan melibatkan partisipasi para pemilik tanah dan atau penggarap tanah.

Relevan dengan hal di atas pada bagian di bawah Inl dijelaskan pula yang berkenaan
dengan lokasi dimana konsoligasi tanah itu dilaksanakan, Mengenai lokasi konsolidasi
Tanah di tetapkan oleh Bupati/\Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat || dengan mengacu ka
pada Rencana Tata Ruarg dan Rencana Pembangunan Daerah. Konsolidasi Tanah dapat dila
ksanakan apabila sekurang-

kurangnyz 85 persen dari pemilik tanah yarg luas tanahnya meliputl sekurang-

Rurangnya B85 persen darl luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasl, menyatakan per
setujuannyz. Lintuk selanjutnya dijelaskan babtwa konsolidas! Tanah diselenggarakan secara
fungsional oleh Badan Pertanahan Nasional. Dalam penyelenggaraan Konsclidasl Tanah s
bagaimana dimaksud ayat (1) a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota melakukan dan
bertanggung jawab atas pelaksznaan penataan kembali penguasaan dan penggunaan tan

ah obyek Konsolidas: tanah; b, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasicnal Provins,
mengendalikan pelaksanaan Konsolidasi Tanzh, ¢ Kepala Badan Pertanahan Nasional
melakukan pembinaan pelaksanaan Konsoldasi Tanah di daersh provinsi. Dalam bal inl d
ijelaskan pula bahwa Konsolidasi Tanah dilaksanaken dengan melibatkan instansi-
instansi lain yang terkait dan masyarakat di bawah keordinasi Gubernur  Provins: untuk ko
nsolidasi tanah perdesaan vang lingkupnye di daerah Provinsi, dan Bupatifwalikota untuk d
agrah Kabupaten/Kota. Dalam rargka koordinasi sebagaimana dimaksud ayat |3) dibentuk T
im Koordinasi Konsolidasi Tansh dan Satuan Tugas Pelaksanoan Konsolidasi Tanah di tingkat
Kabupaten/Kata oleh Bupati/Walikota dan Tim Pengendalian Konsolidasi Tanah di tingkat
Propinsi cleh Gubernur Kepala untuk daerah Provinsi,

Untuk mendukung keancaran pelaksanaan konsalidasi tanah perdesaan tersebut, ecara kh
usus diatur juga norma hukum yang menetapkan terkait dengan sumbangan tanah un
Twk pembangunan, Datam rangka pelaksanaan penataan penguasaan dan perggunaan tana
h obyek Konsolidasi Tanah, para peserta memnyerahkan sebagian tanahmya sebagai sumbang
an Tanah untut pembangunan yang akan dipergunakan untu k pembangunan prasarana jal
an dan fasilitas umurm lainnya dan pembiayaan pelaksanaan Konsolidasi Tanah. Basarn
ya sumbangan Tanah untuk Pembangunan sehagaimana dimaksud pada ayat (1] ditetapkan
berdaszarken kesepakatan bersama peserta Konsolidasi Tanah dengan mengacu kepada Re
ncana Tata Ruang Daerah. Pesarta yang persil tanahnya teralu kecil sehingga tidak mungki
n mernyerahkan sebagian tanahnya sebagal sumbangan tanah untuk pembangunan dapat
mengganti sumbangan tersebut dengan uang atau bentuk lainnya yang disetujul bersam
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konsolicasi tanah perdesaan, Pada asaznya pembiayaan Konsolidasi Tanah ditarggung para
peserta Konsolidasi Tanah, melalui sumbangan berupa tanah dan atau berupa uvang m
aupun bentuk bentuk sumbangan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 6. Sumbangan beru
pa tanah sebagaimana dimaksud pacda ayat {1) oleh peserta Konsolidasi tanah dilepaskan h
ak atas tanahnye stau garapannya kepada negara dihadapan Kepala Kantor Pertanahan set
empat. Tanah pengganti biaya pelaksanaan, yang merupakan bagian dari sumbangan tanah
untuk permbangunan yeng diperuntukan bagi pembiayaan pelaksansan Konsolidasi Tanah, d
Eerahkan pergguraannya kepada peserta yang memiiki persil tanah terlalu kadl atau kepa
da pihak lain dengan pembayaran kompensasi berupa uang vang jumlahnya disetujui oleh
para peserta Konsolidasl Tanah. Penyerahan penggunaan sebagaimana dimaksud ayat (3)

dilakukan oleh Kepala Kantor Pertamahan setempat dengan menerbitkan Surat ijin meng
gunakan Tanah [SIMT) yang selanjutnya menjad dasar pemberian hak atas tanzh kepada y
ang bersangkutan, Uang sebagalmana dimaksud ayat (1} dan ayat {3) diterima dan dikel
ola oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya d
an merupakan penerimaan negara yang dapat dipergunakan secara langsung untuk pembla
yaan pelaksanaan Konsolidasi Tanah berdasarkan Daftar Rencana Keglatan Konsolidasi Tana
h [DRKK) yang disetujul oleh Kepala Badan Pertanahan Naslonal Dana sebagaimana dim
aksud ayat |4) disimpan dalam rekening Bendaharawan Khusus yang bersangkutan pada
Bank Pemerintah ¢an dibukukan dalam Buku Kas Umum [BKU) dan Buku Pembantu (BF) Da
na Kensolidas Tanah. Pertanggung jawaban atas pengelolaan Dana Konsolidast Tanah di
sampalkan secara bulanan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya kepada K
epala Badan Pertanahan nasional Cg Kepala Biro Keuangan dan tembusannya disampaikan
kepada Kepala Kantor Wilayah 8adan Pertanahan Nasional Propinsi yang bersangkutan,

we5udi kerentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Taben 1984 tentang Pelaksan
aan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pada sist lain, untuk selanjutnya akan dijelaskan penulis khusus mengenal konten pengatur

an hukum penyelesaian hak atas tanab atas dilaksanakannya program dan kegiatan ko

nschdas tanah di wilayah perdesasn tersebut, dengan konstruksi penjelasan khusus menge
nai penyelesaian hak atas tanah tersebut yaitu; untuk dapat dlaksanekan pengoturan peng

yasaan tanah dalam bentuk-

bentuk idang tanah yang teratur, maks para peserto Konsolidasi Tanah melepaskan hak at

as 1anahnya untuk selanjutnya ditetapkan sebagai obyek Konsolidas Tanah oleh Kepala Bad
an Pertanahan Nasional atas usul Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setemp
at melalui Kepala Kanter Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsl. Hak atas tanah obye

k Konsolidasi Tanah diberikan kepada para peserta Konsolidasi Tanah sesual dengan renc
ana penataan kapling yang disetujul oleh para peserta Kansoldasi Tanah. Pemberian ha
k atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara kolektip sesual dengan p
eraturan perundangan yang berlaku. Peserta Konsalidasi Tanah sebagaimana dimaksud aya

1(2) yang semula menguasal tanah abyek Konsolidasi Tarah dengan sesuai hak menurut ke

tentuan Undang-

undang Pokok Agraria, baik telah bersertiptkat maupun belum, dibebaskan darl kewajib

an membayar uang pemasukan kepada Negara dan hanya diwajibkan membayar blaya adm
inistrasi dan biaya pendaftaran tanah berdasarkan Keputuzan Menteri Dalam Negeri No
220 Tahun
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Yang Berasal Dari Pemmberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat gan
Konwersi Bekas Hak Tanah Adat, yang menjadi obyek Proyek Cperasi Nasional Agrana,

Oleh karena secara empins dan praktis di lapangan bahwa pelaksanaan konsoldasi tanah p
erdesaan itu dilaksanakan di wilayah pemerintaban kota Batarm, maka kepanitiaan konsolid
asi tanah tersebut juga harus maibatkan pihak Badan Pengusahaan Batam {8P Batam), kar
ena sewual dengan penjelasan penulis sebagian besar hamparan bidang tanah di Kota Bata
m berstatus Hak Pengelolaan [HPL) di bawah pengendalian dan dikuasai dan terdafar atas
nama pemegang haknya adalah BP Batam, Terkait dengan hal ini khusus dalam hal pembiay
aannya kepada masyarakat yang hak satuan bidang tanahnya dijadikan obyek konsolidasi ¢
anah dan hak atas tanah tersebut pada kenyataanya masuk dalam bagian HPL BP Bata
m, maka kepada masyarakat peserta konsolidasitanah itu juga harus membayar blaya UWT
0 (Uang Wajib Tahunan Oterita), Aras situasi dan keadaan seperti ini sebagian besar warga
masyarakat tersebut berkeberatan untuk memenuhi kewajbannya guna melaksanakan pe
mbayaran Uang Waijit Tahunan Otorita {UWTO) tersetyut.

Fartar Xendalo dan Salusi Konsalidas) Tanoh Perdesaan dof Kota Botam

Untuk selanjutnya dalam bagizn Inl, penulis skan menyajikan analisis yang berkenazn deng
an faktor kendala dan sekzligus menawarkan solus danfatac bentuk penyelesalan atas
segala bentuk kendala danfatau hambatan terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah pe
rdesaan khususnya yang dilzksanakan di wilayah pemerintahan Kota Batam, yang lokasi det
ailnya sudah dijelaskan oleh penulis pads bagian di atas. Berkaitan dengan hal tersebut, ma
¥a dalam menya)ikan anaisls substansiini, penults membag nya dalam dua kategori sebagal
faktor penyebab atas terjadinys kendala dan/atau hambatan dimaksud, dangan kenstruksi
penjelasan sebagaimana diuraikan pada bagian di bawahini

a. Faktor Kendala yang bersifat Internal

lenis dan Kategorl kendala dan/atau hambatan yang bersifat internal Ini, yang terkait denga
n pelaksanaan kensclidas) tangh perdesaan di Kota Batam pada dasarnya yaitu beberapa ke
ndala yang datangnya bersifat darl dalam khususnya di lingkungan wilayzh kantor yang berk
awenangan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan konsolidasi tanah perdesaan te
rsebut, Hal inl yang dimaksudkan penulis, bahwa kendala yang bersifat internal itu cimulal
dari Kantor Pemerintahan Kota Batam Salah satu kendala yang bersifat internal khus
usnya dari Kantor Pemeriniaban Kota Batam itu adalah rerbatasrya dukungan politik angga
ran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah {APBD), Pada sisi lain, t
erjadi juga kendala yang berkaitan dengan belum tuntasnya koordinasi yarg terpadu berkai
tan dergan penatagunaan hak atas tanah di atas hutan lindung, meskipun pengaturan huku
m tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam sudah ditetapkan sebagaimana termak
tub dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1

Tahun 2017, Tentang Rencana Tata Ruang Wiayah Kota Batam. dMerupakan kendala yang &
fatrya internal juga teriadi di Kantor Pertanahan Koto Batam. Salah satu bentuk kendala ya
ng sifatnya internal adalah dakibatkan struktur kelembagaan Kantor Pertanahan Kota Bata
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m secara struktural pertanggungiawabannyas vertikal ke pemerintah pusat yaitu dalam hal |
ni langsung kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
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Nasional Republik Ingonesia ¢i Jakarta, yong disampaikan melalui Kepala Kantor Wilayah Ba
dan Pertanshan Nasional Republik Indonesa di masing-

masing Provins), schingga dengan keadaan dan situasi sepertinya prhak Kepala Kantor Pert
anahan Kota Batam tidak mempunyai kewerangan dalam hal mengambil keputusan yan
g sifatnya strategis tentu yang berkenasn dengan pelaksanaan sorsolidasi tanab perdesaa
n di Kata Batam,

Kendala yang bersifat internal juga terjadi pada pihak Badan Pengusahaan Batam (8°
Batam). Salah satu kendala yang sifatnya Internal itu adalah terkait dengan status kelembag
aan tentu dalam pendekatan struktural atas BP Batam itu sendr). BP Batam secara str
uktural pertanggung jawaban atas tugas pokok dan fungsinya langsung di bawah pengendal
ian dan pengawasan Kementerian Badan Usaha Millk Negara [BUMN| di Jakarta. Dengan de
mikian Kepala BP Batam mempunyzi keterbatasan kewenangan dalam hal mengambil dan
memutuskan langkah dan kebijakan yang sifatnya strategis. Dengan keadaan seperti ini kera
p kall terjadl hambatan yang sifatnya Internzl dalam konteks pelaksanaan konsolidasi tanah
itu sehingga sacare masif pelaksanaan konsolidasi tanah perdesaan di Kota Batam belum te
rwijud sebagalmana mestinya.

b Faktor Kendala yang bersifat eksternal

Lebih lanjut, pada bagan inl penuls akan menelaskan faktor kendala yang bersifat ek
sternal terkalt dengan pelaksanaan kensclidasi tanah perdesaan untuk wilayah Pemernntah

an Kota Batam tersebut. Beberapa kenda s yang sifatnya eksternal satu diantaranya adalah

keterbatasan alokasi anggaran balk itu yang bersumber darl Anggaran dan Pendapatan Bela
nja Daerah [APBC) maupun pembiayaan yang bersumber dan Anggaran dan Pendapatan Be
bnja Negara (APBN|. Dengan keadaan seperti ini khususnya bagi Pemerintah Kota Batam d

emikian juga pihak Kantor Pertanahan Kota Batam belum dapat untuk memyusun dan mane
tapkan progrom kegiatan konsolidasi tanah perdesaan untuk wilayah Kota Batam secara ter
us menerys dan berkelanjutan, Atas situasi dan keadaan seperti ini maks sasaran serta t
ujuan atas pelaksanaan konsolidasi tanah perdessan ¢imaksud yaitu dalam rangks mewuj
udkan peningkatan pertumbuhan skonomi keumatan bagl masyarakat perdessan Kota Bata
m belum terwujud sebagaimana mestinya.

Sejalan dengan penjelasan di atas yang juga merupakan faktor kendala yang sifatnya ekster

nal yaite adanya ketidaksetujuan bahkan perawanan dari warga masyarakat yang hak at
a5 tanabnya termasuk dan merupakan bagian dari HPL atas nama BP Batam, dan terkait de

ngan pelaksanaan konsolidasi tanah tersabut harus membayar biaya Uang \Wajib Tahunan O
torita (UWTO), halini Juga menjadi hambatan yang bersifat ekstemal. Berdasarkan hasil veri
fikasi penulis di lapangan bahwa penolakan dasl warga masyarakat untuk membayar UWITO
dimaksud juga merupakan salah satu kendala yang bersifaz signifikan, Pada intima warga m
asyarakat yang satuan bidang tanahnya terkena dan dijadikan obyek konsolidasi tanah perd
esaan itu terus melakukan penolakan secara berkelanjutan. Dengan keadaan sepert! Ini sud

ah tentu pelaksanaan konsolidasi tanah perdesaan itu mengalami ketersumbatan dalam me
laksanakan progress percepatan penyelesaiannya secara empins di lapangan.
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PENUTUP

Berdasarkan hasll anallsis gan pembahasan sebagaimana yang dibentangkan penuls pada b
agian di atas, sekarang tibalah saatnya penulis menyajikan konstruks: kesimpulan dan saran
dalam bag@an penutup inl, yaltu: -
merupakan kesimpulan yang dapat disajikan penuls berkanaan dengan pelaksanaan kons
olidas| tanah perdesaan di wilayah Kota Batam tersebut sudzh seharusnyz dalam pelaksana
annya harus berdasarkan dan mengutamakan untuk melaksanakan segala ketentuan peratu
ran perundang-
undangan yang beriaku yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan konsolidasi tanah
pardesaan tersebut Sejalan dengan ini kesimpulan berikutnys bahwa dalam konteks melak
sanakan semua bentuk pengaturan hukem tersebut, yang secara khusus ditujukan kepada o
parat panyelenggara konsolidasl tanah, dalam pelaksanaannya harus berdasarkan kepada r
ealisas atas seluruh nilai-
nila: Pancasila [phdosophy of porodigm) yaitu Pancasila sebagal Dasar Negara Republik Indo
nesia. Dalam pada it jugs harus berdasarkan kepada amanat dan perintah norma hukum d
an seluryh pasal-pasal yang diamanatkan ¢alam Undang-
Undarg Dasar Negara Republik Indonesa Tahun 1945 (constitutional of parodigm ). Sejatan
dengan halini harus puls berdasarkan kepada prinsip bahwa Indonesiz adalah negara huku
m (juridicel of paradigm |,

Kesimpulan berikutnye, terutama dalam konteks melaksanaken seluruh program kegiatan k
onsolidasi tanah perdesaan di wilayah Pemerintahan Kota Batam tersebut, terutama dituju
kan kepada Pemerintah Kota Batam harus segera menyusun suatu rancangan program
kegiatan mengenal pelaksanaan kansaldasi tanah perdesaan yang disusun secara teratur,
dan berkelanjutan. Agar dalam pelaksanaantya dapat diselesaikan tepat wakiu sesuai deng
an jadwal yang ditetapkan harus pula dibentuk suatu kepanitiaan terpadu yang pembinanya
adalah pihak Pemerintah Kota Batam, dan dergan melibatkan instansi teknis penyelenggar
a konsolidasi tanah yaitu pihak Kantor Pertanahan Kota Batam, dan dengan melibatkan pih
at Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), karena mungkin saja terjadi batwa obyek |
okasl konsolidasi 1angh perdesaan itu adalah merupakan baglan dari hak atas tanah den
gan status Hak Pengelolaan (HPL) yang dikuasal dan terdaftar atas nama Badan Pengusahaa
n Batam [BP Batam|.

Pada bagian akhir jural Inl, untuk selan|utrya penulls menyampaikan hal mengenal saran,
Salah satu saran yang disampaikan penuls untuk memperancar pelaksanaan konsolidas! ta
nah perdesaan di wilayah Kata Batam tersebut, dsarankan dalem pelaksanaannya harus me
ngedepankan penarapan teori wtlitarianisme (teon kebahsgizan) sebagaimana terkenal de
ngan teeri leremy Bentham, Artinya melalui penerapan teori ini salah sate tuivan pokok da
n utama atas hasil pelaksanaan konsclidasi tanah perdesaan di wilayah Kota Batam ite dap
at memberikan kontribusi yang kanstruktif dan positip yaitu rasa kebahagiaan yang bersifat
individual kepada warga masyarakat yang hak atas tanahnya ditetapkan dan menjadi obyek
konsolidasl tanah perdesaan tersebut, Relevan dengan hal ini disarankan penulis untuk bak

hak atas tanah yang menjadi obyek konsolidasi tanah perdesaan itu yang pada keryataanny
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a termasuk dan merupakan sebagan darci status tanah HPL yang dikuasai dan terdaftor ata
s nama B8P Batam agar dibebaskan dari pembiayaan untuk membayar Uang Wajib Tahu
nan Otorita [UWTQ). Saran yang disempaikan penulis Inl, dmaksudkan agar warga masya
rakat tersebut tidak terbebanl atas segala bentuk pembiayaan dimaksud
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karena pada kenyataannya warga masyarakat yang tinggal di perdesaan kemampuan ckono
minya lemah dan halini akan menciptakan rasa kebahagiaan secara individual bagl masyar
akat tersebut, dan tentunya sekaligus dapat mempercepat terwujudnya upaya pening satan
pertumbuhan ekonomi keunatan bagl masyarakat dimaksud
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